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I. UMUM

Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia
sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Republik Indonesia sebagai
bagian dari masyarakat internasional, melakukan hubungan dan kerja
sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi
transportasi, komunikasi, dan informasi yang semakin canggih, telah
menyebabkan wilayah negara yang satu dengan wilayah negara yang lain
seakan-akan tanpa batas (borderless), sehingga memudahkan lalu lintas
dan perpindahan manusia dari satu negara ke negara lain.

Di samping mempunyai dampak positif bagi kehidupan manusia,
kemajuan teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi juga
membawa dampak negatif yang bersifat transnasional yaitu memberikan
peluang yang lebih besar bagi pelaku kejahatan untuk meloloskan diri
dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan
pelaksanaan pidana dari negara tempat kejahatan dilakukan. Untuk

mencegah hal tersebut, diperlukan hubungan dan kerja sama yang efektif
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antarnegara yang dilakukan melalui berbagai perjanjian baik bilateral

maupun multilateral.

Menyadari adanya pelaku kejahatan yang meloloskan diri dari
penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan
pelaksanaan pidana dari negara tempat kejahatan dilakukan, Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China telah sepakat
mengadakan Persetujuan Ekstradisi yang telah ditandatangani pada
tanggal 1 Juli 2009 di Beijing. Dengan adanya Persetujuan tersebut,
hubungan dan kerja sama antara kedua negara dalam bidang penegakan
hukum dan pemberantasan kejahatan atas dasar kerja sama yang saling
menguntungkan (mutual benefit), diharapkan semakin meningkat.

Dengan  disahkannya Undang-Undang tentang Pengesahan
Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China
tentang Ekstradisi akan mendukung penegakan hukum di Indonesia
terutama yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara (transnational
crime) misalnya tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang,
dan tindak pidana terorganisasi lainnya.

Persetujuan Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik
Rakyat China memuat asas, prinsip, atau syarat, antara lain:

a. permintaan ekstradisi bertujuan untuk melaksanakan proses
peradilan, tindak pidananya dapat dihukum berdasarkan hukum
kedua belah pihak dengan ancaman pidana penjara lebih dari 1
(satu) tahun atau ancaman pidana yang lebih berat;

b. permintaan ekstradisi bertujuan untuk melaksanakan hukuman
yang telah dijatuhkan, masa hukuman yang masih harus dijalani
oleh orang yang dicari adalah paling sedikit 6 (enam) bulan sejak
permintaan ekstradisi dibuat. Tidak menjadi masalah apakah hukum
kedua belah pihak menempatkan perbuatan dalam kategori tindak
pidana yang sama atau merumuskan tindak pidana dengan
terminologi yang sama;

c. keseluruhan dari perbuatan yang dituduhkan kepada orang yang
penyerahannya dicari akan dipertimbangkan tanpa merujuk kepada
elemen-elemen tindak pidana yang ditetapkan oleh hukum kedua
Pihak;

d. ekstradisi atas seseorang yang dicari atas tindak pidana yang terkait
dengan perpajakan, bea cukai, pengawasan valuta asing atau

masalah pendapatan lainnya, tidak dapat ditolak dengan dasar

www.peraturan.go.id



No.6136

bahwa hukum Pihak Diminta tidak membebankan jenis pajak atau
bea yang sama atau tidak memuat peraturan tentang pajak, bea
cukai atau valuta asing yang sama dengan hukum Pihak Peminta;

e. ekstradisi tidak akan dikabulkan berdasarkan keadaan misalnya
Pihak Diminta menganggap bahwa tindak pidana yang dimintakan
ekstradisi adalah tindak pidana politik;

f.  ekstradisi dapat ditolak dalam keadaan misalnya Pihak Diminta
memiliki kewenangan menuntut atas tindak pidana yang dimintakan
ekstradisi sesuai dengan hukum nasionalnya, dan sedang melakukan
atau mempersiapkan untuk memulai penuntutan terhadap orang
yang dicari untuk tindak pidana tersebut;

g. tidak dapat diekstradisinya Warga Negara misalnya masing-masing

Pihak mempunyai hak untuk menolak ekstradisi warga negaranya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.
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